BABV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik ingkar

janji dalam pembiayaan pemodalan bagi usaha mikro pada Badan Usaha

Milik Nagari (BUMNag) Sungai Tarab terjadi dalam bentuk keterlambatan

pembayaran angsuran, tidak dipenuhinya kewajiban sesuai perjanjian, serta

adanya penyimpangan dari kesepakatan awal akad. Bentuk-bentuk tersebut
secara normatif termasuk kategori ingkar janji sebagaimana dijelaskan dalam

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu tidak melaksanakan apa

yang dijanjikan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau

melaksanakan tetapi terlambat.

1.Dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), suatu
pihak dapat dinyatakan melakukan ingkar janji apabila akad yang dibuat telah
memenuhi rukun dan syarat sah, kemudian terjadi kelalaian atau kesengajaan
dalam memenuhi kewajiban. Dalam konteks pembiayaan pemodalan usaha
mikro di BUMNag Sungai Tarab, akad yang digunakan pada dasarnya telah
memenuhi unsur para pihak, objek pembiayaan, serta ijab dan kabul. Dengan
demikian, ketika nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai
kesepakatan, maka secara hukum dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

2. Dalam praktiknya terdapat faktor-faktor penyebab ingkar janji, seperti
kondisi ekonomi yang tidak stabil, menurunnya pendapatan usaha mikro,
kurangnya pemahaman nasabah terhadap isi akad, serta lemahnya
pengawasan dan pembinaan. Dalam perspektif KHES, penyelesaian ingkar
janji harus mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan penghilangan
kemudaratan. Oleh karena itu, langkah penyelesaian yang ditempuh
seharusnya berupa peringatan, restrukturisasi pembayaran, musyawarah, atau
bentuk penyelesaian lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Ingkar janji pada pembiayaan pemodalan usaha mikro di BUMNag Sungai
Tarab telah sesuai dengan kategori wanprestasi menurut KHES, namun
penyelesaiannya perlu dilakukan secara proporsional dan berlandaskan

prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap kedua belah
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pihak. Hal ini penting agar tujuan utama pembiayaan syariah, yaitu
pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, tetap
dapat tercapai tanpa mengabaikan kepastian hukum dan nilai-nilai syariah.
5.2  Saran
Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang
diharapkan dapat berguna bagi pembaca, khususnya bagi pihak BUMNag
dan nasabah. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:
1. Bagi Pihak BUMNag Sungai Tarab
BUMNag Sungai Tarab perlu memperkuat sistem seleksi dan analisis
kelayakan calon penerima pembiayaan agar dapat meminimalisir risiko
terjadinya ingkar janji. Analisis tersebut tidak hanya mencakup kemampuan
finansial, tetapi juga karakter dan komitmen calon nasabah dalam menjalankan
usaha. BUMNag perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah
terkait isi akad, hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi hukum
apabila terjadi wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah. Pemahaman yang baik terhadap akad diharapkan dapat
menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral nasabah.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, BUMNag sebaiknya
mengedepankan prinsip musyawarah dan restrukturisasi pembiayaan sesuai
dengan prinsip syariah, seperti penjadwalan ulang (rescheduling) atau
pemberian tenggang waktu, selama tidak bertentangan dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Pendekatan persuasif dan pembinaan usaha juga perlu

ditingkatkan agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap tercapai.

2. Bagi Nasabah atau Pelaku Usaha Mikro
Nasabah sebagai penerima pembiayaan hendaknya memahami bahwa
akad yang telah disepakati bersifat mengikat dan wajib dipenuhi. Oleh karena
itu, diperlukan komitmen dan itikad baik dalam melaksanakan kewajiban

pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu, nasabah perlu meningkatkan pengelolaan usaha secara
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profesional, seperti pencatatan keuangan yang tertib dan perencanaan usaha
yang matang, agar mampu menjaga stabilitas keuangan dan menghindari
risiko gagal bayar. Apabila menghadapi kendala usaha, nasabah sebaiknya
segera berkomunikasi dengan pihak BUMNag untuk mencari solusi

bersama sebelum terjadi pelanggaran akad.

3. Bagi Pemerintah Nagari dan Pengawas
Pemerintah Nagari sebagai pihak yang menaungi BUMNag perlu
melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala terhadap pelaksanaan
pembiayaan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum
yang berlaku. Penguatan regulasi internal serta standar operasional prosedur
(SOP) yang jelas akan membantu meminimalisir terjadinya ingkar janji.
Selain itu, diperlukan pelatihan bagi pengelola BUMNag terkait
manajemen risiko pembiayaan dan pemahaman mendalam terhadap hukum
ekonomi syariah agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara
profesional dan adil
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup dan
metode. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas
kajian, misalnya dengan membandingkan praktik pembiayaan di BUMNag lain
atau menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian wanprestasi

berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah secara lebih mendalam.
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